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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan Kota Cimahi di bidang keuangan sub urusan pendapatan yang
menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Setiap perusahaan atau instansi yang ingin bersaing pada saat ini harus
mempunyai sistem informasi yang baik bagi penunjang mereka dalam
melaksanakan suatu proses bisnis, dapat dikatakan juga bahwa sistem informasi
merupakan suatu syarat bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan efektif
dan efisien.

Kami amati sebagian perusahaan besar sudah mempunyai sistem infomasi
dalam proses bisnisnya, sama halnya di Pemerintah Kota Cimahi. Walaupun
demikian, masih terdapat sebagian proses yang belum memiliki sistem informasi
yang jelas, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru dan menghambat
bagi perusahaan dalam melaksanakan proses bisnisnya,

Oleh karena itu kami merancang sistem informasi yang kami harapkan dapat
memperbaiki/menyelesaikan suatu permasalahan dalam pengelolaan pendapatan

daerah di PEMKOT Cimabhi.



1.2 ldentifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1 ldentifikasi Masalah
Pengamatan kami selama kami melaksanakan kerja praktek di Pemkot Cimahi,
dalam bidang identifikasi tidak adanya kontrol bagi suatu berkas PBB. Dimana jika
tidak adanya suatu pengontrolan dapat menimbulkan masalah bagi yang
membutuhkan berkas PBB tersebut. Masih terdapat sebagian proses yang belum
memiliki sistem informasi yang jelas, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan
masalah baru dan menghambat bagi perusahaan dalam melaksanakan proses
bisnisnya.
1.2.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana berkas PBB akan memasuki beberapa bidang untuk dilakukan
proses, ketika suatu berkas PBB di proses dalam suatu bidang tertentu dan
berkas PBB tersebut di pinjam oleh bidang lain yang membutuhkan
informasi di berkas PBB tersebut?
2. Bagaimana ketika suatu bidang membutuhkan berkas PBB dan sulit untuk
mendeteksi dimana berkas PBB itu berada?
3. Apakah dengan dibuatnya sistem kontrol berkas PBB dapat mengendalikan,
mengatur, dan mengetahui perpindahan tiap berkas PBB?
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud dibuatkannya sistem informasi kontrol berkas PBB adalah untuk dapat

memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang kami temukan saat kerja praktek.



1.3.2 Tujuan
Tujuan dari sistem informasi kontrol berkas PBB adalah:
1. Mengendalikan dan mengatur perpindahan berkas PBB agar sesuai dengan
prosedure yang berlaku.
2. Mempermudah pencarian suatu berkas PBB melalui riwayat perpindahan
berkas PBB tersebut.

3. Menjaga atau meminimalisir berkas PBB dari kehilangan.

1.4 Batasan Masalah

Pada kesempatan kali ini kami memberikan batasan masalah agar ruang lingkup
pembahasannya tidak meluas sehingga dapat lebih fokus pada masalah yang sedang
diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Batasan untuk sistem kontrol berkas PBB ini adalah hanya untuk
pengendalian, mengatur dan pencarian suatu berkas PBB, tidak untuk
memodifkasi atau merubah suatu isi berkas PBB.

2. Dalam penilitiannya, kami hanya melakukan penelitian pada bagian

pelayanan dan bagian identifikasi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek

Kami melaksanakan kegiatan Kerja Praktek sekaligus meneliti di sebuah dinas
pemerintahan di kota cimahi tepatnya di Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Badan
Pengelola Pendapatan Daerah), yang terletak di Jalan Rd. Demang Hardjakusumah,

Cimahi 40513.



Sedangkan untuk waktu pelaksaan kegiatan Kerja Praktek ini dilaksanakan pada
tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2018 dengan 7-8 Jam hari kerja

yaitu Senin sampai Jum’at (Sabtu-Minggu serta hari libur tidak dihitung).
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Gambar 1.1 Jadwal Kerja Praktek

1. Pengenalan disini merupakan kegiatan untuk mengenali lingkungan sekitar dan
pembagian bidang kerja praktek.

2. ldentifikasi Tugas Pokok dan Fungsi merupakan kegiatan awal kerja praktek,
selama dua hari penulis mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana sistem
yang bekerja dan apa tugas yang akan dikerjakan.

3. Analisis data yaitu apa dan bagaimana berkas keluar dan masuk untuk diolah
pada setiap proses untuk nantinya dikerjakan pada Identifikasi dan Pengolahan
Data.

4. Identifikasi dan Pengolahan Data merupakan tugas yang dikerjakan selama
Kerja Praktek yaitu menginput data wajib pajak, penghitungan pajak bumi dan
bangunan, penentuan lokasi objek pajak, mencetak bukti SPPT, dan
pengesahan.

5. Libur/Tidak Ada Kegiatan biasanya ada hanya pada hari Sabtu dan Minggu,
namun pada Tanggal 17 Agustus libur nasional memperingati Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia dan 22 Agustus memperingati Idul Adha.



